
SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 

Umum Daerah, Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran 

BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai 

Lilin Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);

Menimbang :

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

4.

5.

6.

7.

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

8.

9.

10.

11.
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Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi 
Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi 
Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2020 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian 

Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin 

Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi 
Banyuasin Tahun 2020 Nomor 69);

14. Peraturan Bupati Nomor 260 Tahun 2021 tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Bupati Nomor 262 Tahun 2021 tentang Susunan 

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan 

Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi 
Banyuasin Tahun 2021 Nomor 262);

Pengelolaan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISA LEBIH 

PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI 

BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
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2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi 
Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaxis Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi 
Banyuasin.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan 

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah Kepala Satuan Keija Perangkat Daerah atau Unit Keija 

Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan 

kegiatanya didasarakan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat 

PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan 

fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek- 

praktek bisnis yang sehat untuk meningkatakan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada 

umumnya.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang 

bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang 

terdiri dari pemimpin, pejabat Keuangan, dan Pejabat teknis pada 

BLUD.
10. Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin adalah Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Kesehatan sebagai unit organisasi bersifat khusus, 
yang memberikan layanan secara profesional memiliki otonomi 
dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta 

bidang kepegawaian, dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Umum 

Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
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11. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi 
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik 

dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan 

berkesinambung.

12. Fleksibilitas merupakan keleluasan untuk menerapkan praktek-
praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualiaan dari 
ketetuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

13. Intervensi adalah penempatan sejumlah dan dan/atau manfaat 
lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 

1 (satu) periode anggaran.
15. Defisit anggran PPK-BLUD adalah selisih kurang antara 

pendapatan PPK-BLUD dengan belanja PPK-BLUD.
16. Likuiditas adalah kemampuan PPK-BLUD untuk memenuhi

kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta 

lancarnya.
17. Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu 

organisasi, system, proses suatu produk.Audit dilaksanakan oleh 

pihak yang kompeten,objektif dan tidak memihak, yang disebut 

auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa 

subjek dari audit telah di selesaikan atau beijalan sesuai dengan 

standar, regulasi dan praktek yang telah di setujui dan di terima.
18. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) adalah dokumen perencanaan 

bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target 

kinerja dan anggaran PPK-BLUD RSUD Sungai Lilin.
19. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan 

keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode 

akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut 

pada akhir periode tersebut. Neraca terdiri dari tiga unsur yaitu, 
aset, liabilitas dan ekuitas.

20. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan 

memberikan manfaat usaha di kemudian hari.
21. Liabilitas adalah utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang 

harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain.
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22. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapat operasional yang 

diterima oleh PPK-BLUD RSUD Sungai Lilin yang berasal dari 
barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada 

mas3'arakat, basil kerja PPK-BLUD RSUD Sungai Lilin dengan 

pihak dan /atau basil usaha lainnya.
23. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan 

yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keungan entitas 

akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas laporan.
24. Pendapatan PPK-BLUD RSUD Sungai Lilin adalah hak RSUD 

Sungai Lilin di Kabupaten Musi Banyuasin yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih.

25. Belanja PPK-BLUD RSUD Sungai Lilin adalah kewajiban RSUD 

Sungai Lilin di Kabupaten Musi Banyuasin yang sebagai 
pengurang nilai kekayaan.

26. Pembiayaan PPK-BLUD adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 

pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

sebagai pedoman penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran PPK- 

BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin untuk meningkatkan 

mutu dan mendukung kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PPK-BLUD RSUD SUNGAI

LILIN

Pasal 3

PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi 
Banyuasin dapat menggunakan SiLPA sepanjang memberi manfaat 

bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan 

mempertimbangkan posisi likuiditas PPK-BLUD Rumah Sakit Umum 

Daerah Sungai Lilin.
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Pasal 4

Karaktreristik SiLPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 :
a. SiLPA pada PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin 

merupakan selisi lebih antara realisasi penerimaan dan 

pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
b. SiLPA PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin 

sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dihitung berdasarkan 

laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
c. SiLPA PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin 

sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dapat digunakan dalam 

tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati 

disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan 

mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran 

BLUD.

d. pemanfaatan SiLPA PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

Sungai Lilin dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan likuiditas.

e. pemanfaatan SiLPA PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

Sungai Lilin tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan 

kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
f. pemanfaatan SiLPA PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah

Sungai Lilin tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan 

pendahulu perubahan APBD.
g. kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

mencakup :
1. program dan kegiatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup 

anggarannya pada tahun berjalan; dan
2. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah 

Kabu paten dan masyarakat.
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BAB III
PROSEDUR PENGGUNAAN SILPA PPK-BLUD RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH SUNGAI LILIN

Pasal 5

(1) Nilai SiLPA PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin 

yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala OPD 

Dinas Kesehatan dan disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan 

Keuangan Daerah (PPKD)/SKPKD, untuk diperhitungkan dan 

dapat digunakan di awal bulan tahun anggaran berikutnya.
(2) Laporan SiLPA PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai 

Lilin dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana 

penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
(3) SiLPA PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin tahun 

anggaran sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran beijalan 

sesuai dengan kebutuhan jenis belanja PPK-BLUD Rumah Sakit 
Umum Daerah Sungai Lilin, meliputi :
a. Menutupi defisit anggaran;
b. Mendanai kewajiban yang belum tersedia anggarannya;
c. Belanja pegawai;
d. Belanja barang dan jasa;
e. Belanja modal; dan
f. Investasi Jangka Pendek (Deposito dll).

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten selaku pemilik Rumah Sakit Umum Daerah 

Sungai Lilin dengan pola Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit 
Umum Daerah Sungai Lilin dapat memberikan fleksibilitas dalam 

rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan 

dan belanja, pengelolaan kas dan menggunakan SiLPA.

Pasal 7

Penggunaan SiLPA PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sungai 

Lilin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disertai dengan rincian 

rencana penggunaanya.
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Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan anggaran SiLPA PPK-BLUD Rumah Sakit 
Umum Daerah Sungai Lilin merupakan pengecualian dari mekanisme 

pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang tidak menerapkan 

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA PPK-BLUD Rumah 

Sakit Umum Daerah Sungai Lilin, dilakukan pemantauan secara 

berkala sesuai kebutuhan.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam 

membiayai program dan kegiatan PPK-BLUD Rumah Sakit Umum 

Daerah Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu 
pada tanggal 4 Juli 2022

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu 
pada tanggal 4 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si 
NIP 19800715 199903 2 003


